PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG

NOMOR 14 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, PENGGABUNGAN DESA DAN PERUBAHAN

Menimbang

Mengingat

STATUSDESA MENJADI KELURAHAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI EMPAT LAWANG,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 Ayda( pasal 5 ayat (4) Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, pedonetapkan Peraturan
Daerah Kabupaten Empat Lawang tentang Pembentukenghapusan,
Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa niagljadhan.

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Rkpbiolonesia Tahun

1945;

. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang PembamtuReraturan

Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2084#bN53, Tambahan
Lembaran Negara Rl Nomor 4389);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemb&antaDaerah

(Lembaran Negara Rl Tahun 2004 Nomor 125, Tambabkarbaran Negara Rl
Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan |gadadang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-UndangiN82 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RInT26808 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4844);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembenkitaupaten Empat

Lawang di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran NeBaimahun 2007 Nomor
3, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4677);

. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentarsg [leembaran Negara

RI Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran NegaikoRior 4587);

. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentarigraéan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, bedran Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4588);

. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentamyePshan Sebagian

Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintalraafrovinsi dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negafafun 2007 Nomror
82, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiadNdi@B37);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2@d6ang Pembentukan,

Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan ®Stdas menjadi



Kelurahan.
Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG

Menetapkan

dan

BUPATI EMPAT LAWANG

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG TENTANG

PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, PENGGABUNGAN DESA DAN
PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Empat Lawang;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupat@atirawang;
3. Bupati adalah Bupati Empat Lawang;

4. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai Wildgaja tingkat
Kecamatan dalam Kabupaten Empat Lawang;

5. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selaajulisebut desa adalah
kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-bhdatagah yang berwenang
untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyasstampat berdasarkan
asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dilaormati dalam sistem

Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

6. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan namadalah Kepala Desa dan

Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Peaharniribesa;

7. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut deagamlain, selanjutnya
disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan pedanjuemokrasi dalam
penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai uns@lgreggara pemerintahan

desa;

8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusareripiinan oleh
Pemerintah Desa dan BPD dalam mengatur dan mengkgpsntingan

masyarakat setempat berdasarkan asal-usul danisi@datat setempat yang
diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Ned@esatuan Republik

Indonesia;

9. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai Pé&asn®aerah Kabupaten

dalam wilayah kerja Kecamatan;
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10. Lurah adalah Pegawai Negeri Sipil yang berkedudugkebagai Perangkat
Daerah yang memimpin Kelurahan dan berada dibaesh Bertanggungjawab
kepada Bupati melalui Camat;

11. Pembentukan Desa adalah Penggabungan beberapatdesbagian desa yang
bersandingan, atau pemekaran dari satu desa meljadiesa atau lebih, atau
pembentukan desa diluar desa yang telah ada;

12. Penghapusan Desa adalah tindakan meniadakan degatefah ada sebagai
akibat tidak lagi memenuhi persyaratan;

13. Penggabungan Desa adalah tindakan penyatuan deaatis lebih menjadi
desa baru;

14. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupateat Lawang;

15. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undgaggndibuat oleh BPD
bersama Kepala Desa ;

BAB ||
PEMBENTUKAN DESA
Bagian Pertama
Tujuan Pembentukan

Pasal 2
Pembentukan Desa bertujuan untuk :
a. meningkatkan pelayanan publik ;
b. mempercepat proses penyelenggaraan pembangunan ;

c. pemerataan pemanfaatan hasil-hasil pembangunamalsyarakat.

Bagian Kedua
Syarat-syarat Pembentukan
Pasal 3

Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalamipasalf (k) harus memenuhi
syarat :

a. jumlah penduduk paling sedikit 1.000 jiwa atau R®O;

b. luas wilayah dapat dijangkau dalam meningkatkamyaelan dan pembinaan
masyarakat ;

c. wilayah kerja memiliki jaringan perhubungan dan kaikasi antar dusun ;



sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunanuant beragama dan kehidupan
bermasyarakat sesuai dengan adat-istiadat setempat

potensi desa yang meliputi sumber daya alam dabesudaya manusia ;

batas desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desn ditetapkan dengan
Peraturan Daerah ; dan

sarana dan prasarana Yyaitu tersedianya potenastnfktur pemerintahan desa
dan perhubungan.

Bagian Ketiga
Tatacar a Pembentukan Desa

Pasal 4

(1) Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan mfeatipan asal usul desa,

adat istiadat dan kondisi sosial budaya masyasstampat.

(2) Pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada agaipéit)dilakukan setelah

mencapai usia penyelenggaraan pemerintahan desg gpedlikit 5 (lima) tahun.

Pasal 5

Tatacara Pembentukan Desa adalah sebagai berikut

a.

b.

adanya prakarsa dan kesepakatan masyarakat unimmkentik desa;
masyarakat mengajukan usul pembentukan desa k&pddalan Kepala Desa;

BPD mengadakan rapat bersama Kepala Desa untuk ahasisul masyarakat
tentang pembentukan desa, dan kesepakatan rapangken dalam Berita
Acara Hasil Rapat BPD tentang Pembentukan Desa,;

Kepala Desa mengajukan usul pembentukan Desa kePagati melalui
Camat, disertai Berita Acara Hasil Rapat BPD dacaaa wilayah administrasi
desa yang akan dibentuk;

dengan memperhatikan dokumen usulan Kepala DegsmtiBuenugaskan Tim
Kabupaten bersama Tim Kecamatan untuk melakukaereds ke Desa yang
akan dibentuk, yang hasilnya menjadi bahan rekoamrdpada Bupati;

bila rekomendasi Tim Observasi menyatakan layakrdilk desa baru, Bupati
menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rerkéie Desa;

penyiapan Rancangan Peraturan Daerah tentang ptrkden desa
sebagaimana dimaksud pada huruf f, harus melibgikarerintah desa, BPD,
dan unsur masyarakat desa, agar dapat ditetaplaraseepat batas-batas
wilayah desa yang akan dibentuk;

Bupati/Walikota mengajukan Rancangan Peraturan dbaertentang
Pembentukan Desa hasil pembahasan pemerintahan BE&a dan unsur
masyarakat desa kepada DPRD dalam forum rapatupaaiDPRD ;



DPRD bersama Bupati melakukan pembahasan atas mgmcaPeraturan
Daerah tentang pembentukan desa, dan bila diperld&pat mengikutsertakan
Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat desa ;

rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan y2agatelah disetujui
bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan oleh PampDPRD kepada
Bupati/Walikota untuk ditetapkan menjadi Peratubeerabh;

penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang eRehidin Desa
sebagaimana dimaksud pada huruf j, disampaikanRilapinan DPRD paling
lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pens@n bersama ;

rancangan Peraturan Daerah tentang PembentukansBleagaimana dimaksud
pada huruf k, ditetapkan oleh Bupati paling lant@t(tiga puluh) dari terhitung
sejak rancangan tersebut disetujui bersama ; dan

. dalam hal sahnya Rancangan Peraturan Daerah tdPeamgentukan Desa yang

telah ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksdh ghuruf |, Sekretaris
Daerah mengundangkan Peraturan Daerah tersebaladn dembaran Daerah.

Pasal 6

Pembentukan Desa di luar desa yang telah adsyldan oleh Kepala Desa kepada
Bupati melalui Camat, dengan tata cara pembentgkhbagaimana diatur dalam
Pasal 5.

(1)

(@)

®3)

(4)

(5)

(1)

(2)

Pasal 7

Desa yang karena perkembangan tidak lagi memenanats sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3, dapat digabung denganl&asstau dihapus.

Penggabungan atau Penghapusan Desa sebagaimakaudirpada ayat (1),
terlebih dahulu dimusyawarahkan oleh PemerintahaDdesn BPD dengan
masyarakat desa masing-masing.

Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayadi(8)apkan dalam
Keputusan Bersama Kepala Desa yang bersangkutan.

Keputusan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimgksdd ayat (3)
disampaikan oleh salah satu Kepala Desa kepaddiBogialui Camat.

Hasil penggabungan atau penghapusan desa sebamalimaksud pada ayat (2),
ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten.
BAB 111

PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN

Pasal 8

Desa dapat diubah atau disesuaikan statusnya mé&wghaoahan berdasarkan
prakarsa Pemerintah Desa bersama BPD dengan meatkanh aspirasi
masyarakat setempat.

Aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada (ayatisetujui paling
sedikit 2/3 (dua per tiga) penduduk Desa yang meygithak pilih.
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3)

@)

(@)

Perubahan status Desa menjadi Kelurahan sebagamaa&sud pada ayat
(1) harus memenuhi syarat :

a. luas wilayah tidak berubah ;
b. jumlah penduduk paling sedikit 2.000 jiwa atau &BQ

c. prasarana dan sarana pemerintahan yang memadaiebsgjenggaranya
pemerintahan Kelurahan ;

d. potensi ekonomi berupa jenis, jumlah usaha jasa mladuksi serta
keanekaragaman mata pencaharian ;

e. kondisi sosial budaya masyarakat berupa keanekagagstatus penduduk dan
perubahan nilai agraris ke jasa dan industri ; dan

f. meningkatnya volume pelayanan.

Pasal 9
Desa yang berubah status menjadi Kelurahan, LuaahP@rangkatnya diisi dari
Pegawai Negeri Sipil yang tersedia di Kabupatea/liketsangkutan.
Kepala Desa dan Perangkat Desa serta anggota BifDeaka yang diubah
statusnya menjadi Kelurahan, diberhentikan dengamét dari jabatannya

dan diberikan penghargaan sesuai dengan nilaisokial budaya masyarakat
setempat.

Pasal 10

Tatacara pengajuan dan penetapan perubahan déssnenjadi kelurahan adalah
sebagai berikut :

a.

adanya prakarsa dan kesepakatan masyarakat untukahestatus desa
menjadi kelurahan;

masyarakat mengajukan usul perubahan status degadinkelurahan kepada
BPD dan Kepala Desa;

BPD mengadakan rapat bersama Kepala Desa untuk aha@sosul masyarakat

tentang perubahan status desa menjadi kelurahan kdaepakatan rapat

dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rapat BPD tempferubahan Status Desa
menjadi Kelurahan;

Kepala Desa mengajukan usul perubahan status desjadnKelurahan kepada
Bupati melalui Camat, disertai Berita Acara Hasip&t BPD;

dengan memperhatikan dokumen usulan Kepala DegmtiBuenugaskan Tim
Kabupaten bersama Tim Kecamatan untuk melakukaereds ke Desa yang
akan diubah statusnya menjadi Kelurahan, yang ryasilmenjadi bahan
rekomendasi kepada Bupati;

bila rekomendasi Tim Observasi menyatakan layakkumnerubah status desa menjadi
kelurahan, Bupati menyiapkan Rancangan Peraturarabgentang Perubahan Status
Desa menjadi Kelurahan;



g. Bupati mengajukan Rancangan Peraturan Daerah teRenubahan Status Desa
menjadi Kelurahan kepada DPRD dalam forum rapapéara DPRD;

h. DPRD bersama Bupati melakukan pembahasan atas mgmcaPeraturan
Daerah tentang Perubahan Status Desa menjadi Katudan bila diperlukan
dapat mengikutsertakan Pemerintah Desa, BPD damw oresyarakat desa;

I. rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Btegasmenjadi Kelurahan
yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupsdingpaikan oleh Pimpinan
DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Pesiatlraerah;

j. penyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentangpaPen Status Desa
menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada huyrdisampaikan oleh
pimpinan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari terhusejak tanggal persetujuan
bersama;

k. rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bedasmenjadi Kelurahan
sebagaimana dimaksud pada huruf j, ditetapkan Bigiati paling lambat 30
(tiga puluh) hari terhitung sejak rancangan tersdsetujui bersama ; dan

|. dalam hal sahnya Rancangan Peraturan Daerah teRtm@yahan Status Desa
menjadi Kelurahan yang telah ditetapkan oleh Bugeliagaimana dimaksud pada
huruf k, Sekretaris Daerah mengundangkan PeralDemnah tersebut di dalam
Lembaran Daerah.

Pasal 11

(1) Berubahnya status desa menjadi kelurahan selurkdydesm dan sumber-sumber
pendapatan desa menjadi kekayaan Daerah Kabupaten.

(2) Kekayaan dan sumber-sumber pendapatan sebagainmaksdd pada ayat
(1) dikelola oleh Kelurahan bersangkutan untuk képgan masyarakat
setempat.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan pembentukan, penggabungan dan permsginagasa serta perubahan
status desa menjadi kelurahan dibebankan pada Aargdendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten.

BABV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

(1) Pembinaan dan pengawasan terhadap Pembentukan, haPesgn,
Penggabungan Desa dan Perubahan status desa niahjmdhan dilakukan
oleh Pemerintah Daerah Kabupaten;

(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud (3gyatilakukan
melalui pemberian pedoman umum, bimbingan, pelatinarahan dan
supervisi.



BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14
Pada saat ditetapkannya Peraturan Daerah ini,a nsgnua ketentuan yang
mengatur tentang pembentukan, penghapusan, penggabdan perubahan status

desa menjadi kelurahan di Kabupaten Empat Lawarapdt dan dinyatakan tidak
berlaku.

Pasal 15

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundang

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintalpk@agundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaranaba€abupaten Empat
Lawang.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 6 November 2009
BUPATI EMPAT LAWANG,
ttd
H. BUDI ANTONI ALJUFRI
Diundangkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 9 November 2009
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN EMPAT LAWANG,

ttd

H. M. EDUAR KOHAR
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